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ABSTRACT 

 

THE ROLE OF PRISONS IN SUPERVISING THE PROVISION OF 

REMISSIONS TO NARCOTICS PRISONERS 

(STUDY AT KOTABUMI CLASS IIA PRISON) 

 

By 

 

Maria Zatta Umni 

 

Granting remission to drug prisoners is an important aspect of the prison system in 

Indonesia. Prisons have a crucial role in supervising the granting of these 

remissions to ensure that the process runs in accordance with applicable 

regulations. This study focused on Kotabumi Class IIA Prison to analyze the role 

of prisons in supervising the provision of remissions to narcotics prisoners. The 

formulation of the problem in this study is: What is the role of prisons in supervising 

the provision of remissions to narcotics prisoners in Kotabumi Class IIA Prison? 

and What are the inhibiting factors for granting remission to narcotics prisoners in 

Kotabumi Class IIA Prison?  

 

Research Methods use Empirical Normative and Juridical approaches. The source 

of data in this study is using primary data sources and secondary data sources. The 

normative approach is carried out by analyzing the legal regulations governing 

remission in Kotabumi Prison related to granting remission to narcotics prisoners. 

Meanwhile, the empirical juridical approach involves data collection through case 

studies, interviews with relevant stakeholders, and analysis of legal 

implementation. The data obtained is then analyzed by qualitative methods.  

 

The results of the analysis show that the Penitentiary has a vital role in the process 

of granting remission to narcotics inmates. Effective supervision of the agency is 

able to ensure that remissions are granted in accordance with legally established 

criteria. Factually, Kotabumi Class IIA Prison is active in the social reintegration 

of prisoners, supporting them in socializing after legal problems. Ideally, this 

prison resocializes prisoners who violate the rules of law and norms. From a 

normative point of view, this prison complies with legal provisions in granting 

remissions, including requirements, time limits, and administrative procedures. . 

Then the inhibiting factors include facilities and infrastructure factors, namely 

limited prisons, then individual factors related to criminal involvement, and 

community factors related to community disapproval of granting remission. These 

factors become significant obstacles in the process of assessing and granting 

remission.  



 

Maria Zatta Umni 

The suggestions addressed in this study are that in order to improve the 

effectiveness of supervision of remission to drug prisoners, steps are needed such 

as increasing the number of qualified officers in prisons, improving infrastructure, 

and strengthening coordination between related institutions. Increasing awareness 

of the importance of strict supervision also needs to be increased both internally 

and through socialization to the general public. Then the Kotabumi Class IIA 

Penitentiary must continue to monitor and observe intimately and continuously 

about the behavior of drug inmates who have or have received remission in order 

to become a better person and after being released from prison do not repeat their 

crimes again.  

 

Keywords: Penitentiary, Nsarcotics, Remission.  

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN 

PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA 

(STUDI PADA LAPAS KELAS IIA KOTABUMI) 

 

 

Oleh 

 

Maria Zatta Umni 

 

Pemberian remisi kepada narapidana narkotika menjadi aspek penting dalam sistem 

pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran krusial 

dalam pengawasan pemberian remisi ini guna memastikan bahwa prosesnya 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Studi ini difokuskan pada Lapas 

Kelas IIA Kotabumi untuk menganalisis peran lembaga pemasyarakatan dalam 

pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkotika. Rumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam 

pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lapas Kelas IIA 

Kotabumi? dan Apakah faktor penghambat pemberian remisi kepada narapidana 

narkotika di Lapas Kelas IIA Kotabumi? 

 

Metode Penelitian menggunakan pendekatan Normatif dan Yuridis Empiris. 

Sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan 

hukum yang mengatur mengenai remisi yang ada di Lapas Kotabumi terkait 

pemberian remisi kepada narapidana narkotika. Sementara itu, pendekatan yuridis 

empiris melibatkan pengumpulan data melalui studi kasus, wawancara dengan 

stakeholders terkait, dan analisis terhadap implementasi hukum. Data yang telah 

didapat selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.  

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran vital 

dalam proses pemberian remisi kepada narapidana narkotika. Pengawasan yang 

efektif dari lembaga tersebut mampu memastikan bahwa remisi diberikan sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan secara hukum. Secara faktual, Lapas kelas IIA 

Kotabumi aktif dalam reintegrasi sosial narapidana, mendukung mereka dalam 

bersosialisasi pasca-masalah hukum. Idealnya, Lapas ini memasyarakatkan 

kembali narapidana yang melanggar aturan hukum dan norma. Dari segi normatif,  
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Lapas ini mematuhi ketentuan hukum dalam memberikan remisi, termasuk 

persyaratan, batasan waktu, dan prosedur administratif. . Kemudian faktor 

penghambat meliputi faktor sarana dan prasarana yaitu Lapas yang terbatas, 

kemudian faktor individu terkait keterlibatan kriminal, dan faktor Masyarakat 

terkait ketidaksetujuan masyarakat terhadap pemberian remisi. Faktor-faktor 

tersebut menjadi kendala signifikan dalam proses penilaian dan pemberian remisi.  

 

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu guna meningkatkan efektivitas 

pengawasan pemberian remisi kepada narapidana narkotika, diperlukan langkah-

langkah seperti peningkatan jumlah petugas yang berkualitas di lembaga 

pemasyarakatan, perbaikan infrastruktur, dan penguatan koordinasi antarlembaga 

terkait. Peningkatan kesadaran akan pentingnya pengawasan yang ketat juga perlu 

ditingkatkan baik di internal lembaga maupun melalui sosialisasi kepada 

masyarakat umum. Kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Kotabumi harus terus memantau dan mengamati secara inten dan 

berkesinambungan tentang perilaku narapidana narkotika yang sudah atau pernah 

mendapatkan remisi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan setelah bebas dari 

penjara tidak mengulangi kejahatannya lagi.  

 

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Nsarkotika, Remisi.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI 

KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI 

PADA LAPAS KELAS IIA KOTABUMI) 

 

Nama Mahasiswa : Maria Zatta Umni 

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011368 

Bagian  : Hukum Pidana 

Fakultas : Hukum 

 

MENYETUJUI 

 

 

 

1. Komisi Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.  Dona Raisa Monica, S.H., M.H.  

NIP 196208171987032003   NIP 198607022010122003 

 

 

 

 

2. Ketua Bagian Hukum Pidana 

 

 

 

 

 

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.  

NIP 196112311989021023  



 

 

 

 

 

 

 

MENGESAHKAN 

 

 

 

 

1. Tim Penguji  

Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.  ______________ 

 

 

Sekertaris : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.         ______________ 

 

 

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.    ______________ 

 

 

2. Dekan Fakultas Hukum 

 

 

 

 

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.  

NIP 19641218 198803 1 002 

 

 

 

 

Tanggal Ujian Skripsi: 7 Februari 2024 

  



 

 

 

 

PERNYATAAN 

 

 

 

 

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 

1. Skripsi dengan judul PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA 

NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA LAPAS KELAS IIA 

KOTABUMI) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak 

sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik 

atau yang disebut Plagiarism.  

2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada 

Universitas Lampung.  

 

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia 

menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut 

sesuai dengan hukum yang berlaku.  

 

Bandar Lampung, 7 Februari 2024 

Penulis  

 

 

 

 

 

Maria Zatta Umni 

NPM. 2012011368 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis bernama lengkap Maria Zatta Umni, dilahirkan di 

Kotabumi pada tanggal 01 Januari 2002. Penulis merupakan 

anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak  

M. Salahuddin Hasan, S. E. , M. M. dengan Ibu Dra. 

Junaidah, S. Pd.  

 

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Muslimin pada Tahun 

2008. Sekolah Dasar di SDN 04 Tanjung Aman pada Tahun 2014, Sekolah 

Menengah Pertama di SMPN 07 Kotabumi pada Tahun 2017, dan Sekolah 

Menengah Atas di SMAN 01 Kotabumi pada Tahun 2020. Penulis diterima sebagai 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur 

SBMPTN.  

 

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis 

aktif sebagai Staff Badan Eksekutif Mahasiswa (2021-2022), Ketua Sub Bidang 

Seni Musik (2022-2023), Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif Himpunan 

Mahasiswa Hukum Pidana (2023-2024), Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Sebarus, 

Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

” Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.         Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan. ” 

(Q. S. Al-Insyirah,94:5-6) 

 

 

” Hiduplah secara sederhana. Bermimpilah yang besar. Bersyukur. Berilah 

Cinta. Dan Tertawalah Yang Banyak. ” 

(Paulo Coelho) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sisteem Peeradilan Pidana meerupakan suatu sisteem yang “masukan” (input) beerupa 

peelaku-peelaku yang meelakukan peerbuatan meelanggar hukum pidana untuk 

“diprosees” dan seelanjutnya meenjadi “keeluaran” (out put) keembali pada masyarakat 

seepeerti seediakala. Deengan deemikian cakupan tugas sisteem ini meemang luas 

meeliputi: (a) meenceegah masyarakat meenjadi korban keejahatan; (b) meenyeeleesaikan 

keejahatan yang teerjadi, seehingga masyarakat puas bahwa keeadilan teelah diteegakkan 

dan yang beersalah dipidana; seerta (c) beerusaha agar meereeka yang peernah meelakukan 

keejahatan tidak meengulangi lagi peerbuatannya.1 

 

Komponeen-komponeen yang beekeerja sama dalam sisteem ini teerutama instansi-

instansi yang kita keenal deengan nama keepolisian, keejaksaan, peengadilan, dan 

peemasyarakatan.2 Hukum Positif Indoneesia meengeenal beerbagai macam sanksi 

pidana dan salah satunya yakni pidana peenjara. Sanksi pidana meerupakan 

peenjatuhan hukuman yang dibeerikan keepada seeseeorang yang dinyatakan beersalah 

dalam meelakukan peerbuatan pidana.3 

 

                                                           
1 Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 

3. No. 8, 2016, hlm. 9 
2 Mardjono Reksodiputro, 2007, Kriminologi dan SPP, Kumpulan karangan Buku Kedua. cet.I, 

Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI, hlm. 140 
3 Romli Atmasasmita, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana 

Prenadamedia Group, hlm. 3 

\ 
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Jeenis-jeenis pidana ini sangat beervariasi, seepeerti pidana mati, pidana peenjara seeumur 

hidup, pidana peenjara seemeentara waktu, pidana kurungan dan pidana deenda yang 

meerupakan pidana pokok, dan pidana peencabutan hak-hak teerteentu, peerampasan 

baran-barang teerteentu, dan peengumuman putusan hakim yang keeseemuanya 

meerupakan pidana tambahan.4 

 

Pidana kurungan meerupakan salah satu peendeeritaan yang dirasakan narapidana dan 

anak pidana di dalam Peenjara yang saat ini dijadikan Leembaga Peemasyarakatan 

(LAPAS). Tujuan peenghukuman salah satunya adalah meenceegah seeseeorang 

meelakukan keejahatan dan bukan meerupakan peembalasan deendam dari neegara. 

Seebagaimana dikeetahui bahwa Sisteem Peemasyarakatan yang beerlaku deewasa ini, 

seecara konseeptual dan historis sangat beerbeeda deengan apa yang beerlaku dalam 

Sisteem Keepeenjaraan. Asas yang dianut Sisteem Peemasyarakatan meeneempatkan 

narapidana seebagai subyeek yang dipandang seebagai pribadi dan warga neegara biasa 

seerta dihadapi bukan deengan latar beelakang peembalasan teetapi deengan peembinaan 

dan bimbingan.5 

 

Peerbeedaan dua sisteem teerseebut meembeeri implikasi peerbeedaan dalam cara-cara 

peembinaan dan bimbingan yang dilakukan, diseebabkan peerbeedaan tujuan yang 

ingin dicapai. Sisteem keepeenjaraan yang diubah meenjadi sisteem peemasyarakatan 

teelah meengubah paradigma bahwa peenjara meenjadi teempat peenyiksaan meenjadi 

                                                           
4 Mardjono Reksodipuro, 1997, Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 145 
5 Dhevy Selviana Apsari. dkk, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas Ia Semarang, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, 

Vol. 5 No. 3, 2015, hlm. 30 
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teempat peembinaan narapidana agar meenyadari keesalahan dan tidak meengulangi 

tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana narkotika.6 

 

Kasus narkotika meerupakan salah satu peermasalahan seerius di banyak neegara, 

teermasuk di Indoneesia. Upaya peenanggulangan kasus narkotika meelibatkan 

beerbagai leembaga, teermasuk peengadilan seebagai institusi yang beertanggung jawab 

dalam meemutuskan hukuman teerhadap para peelaku tindak pidana narkotika.7 

 

Warga binaan seelaku teerpidana yang meenjalani pidana peenjara meemiliki hak-hak 

yang dilindungi oleeh hak asasi manusia dan undang-undang Indoneesia, salah 

satunya adalah deengan adanya peembeerian reemisi. Beerdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2022, Reemisi adalah peengurangan masa meenjalani pidana yang 

dibeerikan keepada Narapidana yang meemeenuhi syarat seesuai deengan keeteentuan 

peeraturan peerundang-undangan.  

 

Reemisi meerupakan salah satu instrumeen dalam sisteem peeradilan pidana yang 

meembeerikan peengurangan hukuman keepada narapidana yang dinilai teelah 

meemeenuhi peersyaratan teerteentu. Peembeerian reemisi keepada narapidana narkotika 

meerupakan upaya untuk meendorong reehabilitasi dan reeinteegrasi meereeka kee dalam 

masyarakat seeteelah meenjalani hukuman pidana.8 

 

                                                           
6 Sigit Kamseno, Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika 

Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 

(Studi Di Lapas Klas Iia Serang), Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-

Political Governanc, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 758 
7 H. Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana 

Nasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20 
8 Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, cet. Pertama (Bandung 

Refika Aditama), hlm. 106. 
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Eeksisteensi Peeraturan Peemeerintah Nomor 99 Tahun 2012 teerkait deengan peembeerian 

reemisi deewasa ini meengalami beerbagai macam peenolakan,hal ini kareena adanya 

peengeetatan peembeerian reemisi teerhadap peelaku tindak pidana teerorismee, narkotika 

dan psikotropika, korupsi, keejahatan teerhadap keeamanan neegara dan keejahatan hak 

asasi manusia yang beerat, dan keejahatan trans nasional teerorganisasi lainnya.9 

 

Peeraturan Peemeerintah Nomor 99 Tahun 2012 meenimbulkan beerbagai macam 

peersoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Maheendra bahwa Peeraturan 

Peemeerintah Nomor 99 Tahun 2012 meengingkari asas keesamaan hak dihadapan 

hukum (eequality beeforee thee law) yang meembeedakan peembeerian reemisi bagi 

teerpidana keejahatan biasa deengan teerpidana peelaku keejahatan luar biasa 

(eextraordinary crimee) teerorismee, narkotika, psikotropika dan korupsi di Indoneesia. 

10 

 

Peersoalan lainnya meengeenai eeksisteensi Peeraturan Peemeerintah Nomor 99 Tahun 

2012 lainnya muncul dari Mantan Keetua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud 

MD. yang meeneegaskan, peembatasan reemisi, peembeebasan beersyarat, dan hak 

narapidana lain harus dilakukandeengan payung hukum undang-undang bukan 

deengan Peeraturan Peemeerintah (PP) seepeerti yang teertuang dalam Peeraturan 

Peemeerintah Nomor 99 Tahun 2012.11 

 

                                                           
9 Kompas.com, Kemenkumham Tegaskan Pemberian Remisi Terkait Kasus Korupsi Harus Penuhi 

Syarat PP 99/2012, https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/22295181/kemenkumham-

tegaskan-pemberian-remisi-terkait-kasus-korupsi-harus-penuhi, diakses pada 9 Juli 2023 
10 Deyti Robbeka, Batasi remisi dengan undang-undang, www.kompas.com/Indra Akuntono, 

Diakses pada tanggal 22 Juni 2023 
11 Detiknews, PP Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut MA, Bagaimana Kini Syaratnya? 

https://news.detik.com/berita/d-5787802/pp-pengetatan-remisi-koruptor-dicabut-ma-bagaimana-

kini-syaratnya, diakses pada 8 Juli 2023 

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/22295181/kemenkumham-tegaskan-pemberian-remisi-terkait-kasus-korupsi-harus-penuhi
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/01/22295181/kemenkumham-tegaskan-pemberian-remisi-terkait-kasus-korupsi-harus-penuhi
https://news.detik.com/berita/d-5787802/pp-pengetatan-remisi-koruptor-dicabut-ma-bagaimana-kini-syaratnya
https://news.detik.com/berita/d-5787802/pp-pengetatan-remisi-koruptor-dicabut-ma-bagaimana-kini-syaratnya
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Reemisi dibeerikan oleeh Meenteeri Hukum dan Peerundang-undangan Reepublik 

Indoneesia. Keeputusan teerseebut peerlu diseesuaikan deengan hak dan keewajiban seetiap 

Narapidana seebagai peemeeluk agama kareena agama meerupakan seendi utama 

keehidupan masyarakat.12 

 

Meenurut Fickar, peencabutan ataupun peembeerian reemisi dalam putusan hakim dapat 

meenjadi seebuah keetidakpastian hukum. Seebab, seeseeorang beelum teentu dihukum 

seepeerti yang dijatuhkan oleeh peengadilan tingkat peertama. Bisa jadi, putusan di 

tingkat banding dan kasasi dibeebaskan. Seehingga, reemisi bukan meenjadi 

keeweenangan peeradilan. Reemisi dibeerikan seebagai beentuk apreesiasi keepada 

narapidana yang beerkeelakukan baik, untuk keemudian ditingkatkan deengan 

asimilasi dan peembeebasan beersyarat.13 

 

Peenyalahgunaan narkotika meerupakan salah satu masalah seerius yang dihadapi 

oleeh masyarakat Indoneesia. Untuk meengurangi dampak neegatif dari 

peenyalahgunaan narkotika, peemeerintah teelah meembeerlakukan keebijakan 

peengurangan hukuman meelalui peembeerian reemisi keepada narapidana narkotika 

yang meemeenuhi peersyaratan teerteentu. Namun, dalam peelaksanaannya, diteemukan 

beebeerapa keekhawatiran teerkait deengan peengawasan yang eefeektif teerhadap prosees 

peembeerian reemisi ini.  

 

                                                           
12 Detikedu, Pengertian Remisi, Tujuan, hingga Syarat Mendapatkannya 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6249479/pengertian-remisi-tujuan-hingga-syarat-

mendapatkannya, diakses pada 8 Juli 2023 
13 Rini Kustiasih Dan Susana Rita Kumalasanti, Kewenangan Pengaturan Remisi Di Tangan 

Pemerintah, Kewenangan Pengaturan Remisi Di Tangan Pemerintah - Kompas.Id, Diakses Pada 29 

Mei 2023 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e203287893337d11JmltdHM9MTY4NTQwNDgwMCZpZ3VpZD0wNGE1YmViNi1iMDdiLTYxNjMtMjQ5Zi1hY2QzYjFkNzYwZTgmaW5zaWQ9NTUwMg&ptn=3&hsh=3&fclid=04a5beb6-b07b-6163-249f-acd3b1d760e8&psq=Keputusan+Presiden+RI+(Keppres)+Nomor+174%2f1999%2c+tentang+Remisi.&u=a1aHR0cHM6Ly9wZXJhdHVyYW4uYnBrLmdvLmlkL0hvbWUvRG93bmxvYWQvNDgzODQvS2VwcHJlc19Ob18xNzRfVGhfMTk5OS5wZGY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e203287893337d11JmltdHM9MTY4NTQwNDgwMCZpZ3VpZD0wNGE1YmViNi1iMDdiLTYxNjMtMjQ5Zi1hY2QzYjFkNzYwZTgmaW5zaWQ9NTUwMg&ptn=3&hsh=3&fclid=04a5beb6-b07b-6163-249f-acd3b1d760e8&psq=Keputusan+Presiden+RI+(Keppres)+Nomor+174%2f1999%2c+tentang+Remisi.&u=a1aHR0cHM6Ly9wZXJhdHVyYW4uYnBrLmdvLmlkL0hvbWUvRG93bmxvYWQvNDgzODQvS2VwcHJlc19Ob18xNzRfVGhfMTk5OS5wZGY&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9bf917c247df3450JmltdHM9MTY4NTQwNDgwMCZpZ3VpZD0wNGE1YmViNi1iMDdiLTYxNjMtMjQ5Zi1hY2QzYjFkNzYwZTgmaW5zaWQ9NTUwNA&ptn=3&hsh=3&fclid=04a5beb6-b07b-6163-249f-acd3b1d760e8&psq=Keputusan+Presiden+RI+(Keppres)+Nomor+174%2f1999%2c+tentang+Remisi.&u=a1aHR0cHM6Ly9pZC5zY3JpYmQuY29tL2RvYy85MzU5MzUzMC9rZXByZXMtMTc0LXRoLTE5OTktdGVudGFuZy1yZW1pc2k&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9bf917c247df3450JmltdHM9MTY4NTQwNDgwMCZpZ3VpZD0wNGE1YmViNi1iMDdiLTYxNjMtMjQ5Zi1hY2QzYjFkNzYwZTgmaW5zaWQ9NTUwNA&ptn=3&hsh=3&fclid=04a5beb6-b07b-6163-249f-acd3b1d760e8&psq=Keputusan+Presiden+RI+(Keppres)+Nomor+174%2f1999%2c+tentang+Remisi.&u=a1aHR0cHM6Ly9pZC5zY3JpYmQuY29tL2RvYy85MzU5MzUzMC9rZXByZXMtMTc0LXRoLTE5OTktdGVudGFuZy1yZW1pc2k&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9bf917c247df3450JmltdHM9MTY4NTQwNDgwMCZpZ3VpZD0wNGE1YmViNi1iMDdiLTYxNjMtMjQ5Zi1hY2QzYjFkNzYwZTgmaW5zaWQ9NTUwNA&ptn=3&hsh=3&fclid=04a5beb6-b07b-6163-249f-acd3b1d760e8&psq=Keputusan+Presiden+RI+(Keppres)+Nomor+174%2f1999%2c+tentang+Remisi.&u=a1aHR0cHM6Ly9pZC5zY3JpYmQuY29tL2RvYy85MzU5MzUzMC9rZXByZXMtMTc0LXRoLTE5OTktdGVudGFuZy1yZW1pc2k&ntb=1
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6249479/pengertian-remisi-tujuan-hingga-syarat-mendapatkannya
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6249479/pengertian-remisi-tujuan-hingga-syarat-mendapatkannya
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/02/kewenangan-pengaturan-remisi-di-tangan-pemerintah/
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Peeran Leembaga Peemasyarakatan dalam peengawasan peembeerian reemisi keepada 

narapidana narkotika, deengan studi kasus pada Lapas Keelas IIA Kotabumi. 

Peeneelitian ini akan meengeeksplorasi peeran Lapas dalam meemastikan bahwa prosees 

peembeerian reemisi beerjalan seesuai deengan keeteentuan hukum yang beerlaku dan tidak 

meenimbulkan poteensi peenyalahgunaan. Peengawasan ini sangat peenting guna 

meemastikan bahwa reemisi dibeerikan seecara adil dan beerdasarkan kriteeria yang teelah 

diteetapkan. Peengawasan yang eefeektif akan meemastikan bahwa narapidana yang 

beenar-beenar layak dan teelah meemeenuhi peersyaratan meempeeroleeh reemisi, seemeentara 

yang tidak meemeenuhi peersyaratan tidak meendapatkan reemisi yang tidak seesuai.  

 
Beerdasarkan latar beelakang diatas, maka peenulis teertarik meenulis skripsi deengan 

judul Peeran Le embaga Peemasyarakatan Dalam Peengawasan Peembeerian Reemisi 

Keepada Narapidana Narkotika (Studi Pada Lapas Keelas IIA Kotabumi).  

 

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

a) Bagaimanakah peeran leembaga peemasyarakatan dalam peengawasan peembeerian 

reemisi keepada narapidana narkotika di Lapas Keelas IIA Kotabumi? 

b) Apakah faktor peenghambat peembeerian reemisi keepada narapidana narkotika di 

Lapas Keelas IIA Kotabumi? 

 

Fokus pada peeneelitian ini yaitu meengeetahui Hukum Pidana Formil khususnya 

meengeenai Peeran Leembaga Peemasyarakatan Dalam Peengawasan Peembeerian Reemisi 

Keepada Narapidana Narkotika pada Lapas Keelas IIA Kotabumi. Ruang lingkup 

bidang ilmu pada peeneelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana. Waktu peeneelitian 

skripsi ini dilakukan pada tahun 2024 yang cakupan lingkup kajian peeneelitian 

beerteempat di Kotabumi, Kabupateen Lampung Utara, Provinsi Lampung.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peeneelitian  

Adapun yang meenjadi tujuan peenulisan ini yaitu untuk:  

a. Meengeetahui dan Meengideentifikasi peeran leembaga peemasyarakatan dalam 

peengawasan peembeerian reemisi keepada narapidana narkotika di Lapas Keelas IIA 

Kotabumi.  

b. Meengeetahui faktor peenghambat peembeerian reemisi keepada narapidana narkotika 

di Lapas Keelas IIA Kotabumi.  

 
2. Keegunaan Peeneelitian  

Peeneeliti beerharap peeneelitian ini dapat beerguna meencakup keegunaan teeoritis dan 

keegunaan praktis yaitu: 

a. Keegunaan Teeoritis Seecara teeoritis hasil peeneelitian ini dapat meembeerikan 

peemikiran bagi peerkeembangan ilmu peengeetahuan, dalam lingkup dibidang 

hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini beerkaitan deengan 

Bagaimana Peeran Le embaga Peemasyarakatan Dalam Peengawasan Peembeerian 

Reemisi Keepada Narapidana Narkotika pada Lapas Keelas IIA Kotabumi. 

Meelalui peeneelitian ini maka diharapkan agar dapat meembuka cakrawala dan 

peengeetahuan meengeenai peeneerapan hukum seecara nyata seehingga masa yang 

akan datang teercipta hukum yang leebih kondusif.  

 

b. Keegunaan Praktis Keegunaan Praktis dari peeneelitian ini yaitu:  

1) Hasil peeneelitian ini seecaara praktis diharapkan dapat meembeerikan informasi 

dan suatu wawasan yang beermanfaat bagi diri saya seendiri maupun bagi 

masyarakat teerkait Peeran Leembaga Peemasyarakatan Dalam Peengawasan 
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Peembeerian Reemisi Keepada Narapidana Narkotika pada Lapas Keelas IIA 

Kotabumi.  

2) Hasil peeneelitian ini diharapkan dapat dijadikan reefeereensi teerhadap para 

mahasiswa dan masyarakat yang meembutuhkan reefeereensi seebagai bahan 

peeneelitian.  

3) Hasil peeneelitian ini dijadikan seebagai salah satu syarat dalam rangka 

meempeeroleeh geelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Univeersitas Lampung.  

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Peengeertian keerangka teeori meenurut Soeerjono Soeekanto adalah seerangkaian abstraksi 

hasil peemikiran atau keerangka acuan atau dasar yang reeleevan untuk peelaksanaan 

suatu peeneelitian ilmiah, khususnya peeneelitian hukum. Keerangka teeoritis yang 

digunakan dalam peeneelitian ini yaitu: 

1) Teori Peran 

Meenurut Soeerjono Soeekanto, peeran adalah prosees dinamis keedudukan (status). 

Apabila seeorang meelaksanakan hak dan keewajibannya seesuai deengan 

keedudukannya, dia meenjalankan suatu peeranan. Peerbeedaan antara keedudukan 

deengan peeranan adalah untuk keepeentingan ilmu peengeetahuan. 14  

 

Meerton meengatakan bahwa peeranan dideefiniskan seebagai pola tingkah laku yang 

diharapkan masyarakat dari ong yang meenduduki status teerteentu. Seejumlah peeran 

diseebut seebagai peerangkat peeran adalah keeleengkapan dari hubungan-hubungan 

beerdasarkan peeran yang dimiliki oleeh orang kareena meenduduki status-status sosial 

                                                           
14 Soerjono Soekanto, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar,  edisi baru. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 

212 – 213. 
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khusus. 15 Meenurut Abu Ahmadi Peeran adalah suatu kompleeks peengharapan 

manusia teerhadap caranya individu harus beersikap dan beerbuat dalam situasi 

teerteentu yang beerdasarkan status dan fungsi sosial. 16  

 

Meenurut Dougheerty dan Pritchard Teeori peeran ini meembeerikan suatu keerangka 

konseeptual dalam studi peerilaku didalam organisasi. Meereeka meenyatakan bahwa 

peeran itu meelibatkan pola peenciptaan produk seebagai lawan dari peerilaku atau 

tindakan. Dari peenjeelasan diatas, dapat diartikan peeran adalah keeleengkapan dari 

hubungan-hubungan beerdasarkan peeran yang di miliki oleeh orang kareena 

meenduduki status-status sosial khusus.  

 

Seelanjutnya dikatakan bahwa dalam peeranan teerdapat dua macam harapan, yaitu : 

harapan-harapan dari masyarakat teerhadap peemeegang peeran atau keewajiban-

keewajiban dari peemeegang peeran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleeh peemeegang 

peeran teerhadap masyarakat atau teerhadap orang-orang yang beerhubungan deengan 

dalam meenjalankan peeranannya atau keewajiban-keewajibannya. Peeran meerupakan 

aspeek dinamis dari keedudukan (status) yang dimiliki oleeh seeseeorang, seedangkan 

status meerupakan seekumpulan hak dan keewajiban yang dimiliki seeseeorang apabila 

seeseeorang meelakukan hak–hak dan keewajiban. 17 Syarat peeran meeliputi: 

a. Peeran meeliputi norma-norma yang dihubungkan deengan posisi atau teempat 

seeseeorang dalam masyarakat. Peeranan dalam arti ini meerupakan rangkaian 

peeraturan-peeraturan yang meembimbing seeseeorang dalam keehidupan 

keemasyarakatan.  

                                                           
15 Ibid, hlm 67. 
16 Ibid, hlm 68. 
17 R.Abdussalam. 2007. Kriminologi, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung, hlm. 23 
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b. Peeran adalah suatu konseep peerilaku apa yang dapat dilaksanakan oleeh individu-

individu dalam masyarakat seebagai organisasi. Peeran juga dapat dikatakan 

seebagai peerilaku individu, yang peenting bagi struktur sosial masyarakat.  

c. Peeran adalah suatu konseep peerilaku yang teeratur yang ditimbulkan kareena suatu 

jabatan.  

 

Peeran adalah suatu kompleeks peengharapan manusia teerhadap caranya individu 

harus beersikap dan beerbuat dalam situasi teerteentu beerdasarkan status, fungsi 

sosialnya. Dapat dikatakan apabila seeseeorang meelaksanakan hak dan keewajibannya 

seesuai deengan keedudukannya, maka ia meenjalankan suatu peeranan. Peeran meemiliki 

aspeek-aspeek seebagai beerikut: 

a. Peeranan meeliputi norma-norma yang meenghubungkan posisi atau teempat 

seeseeorang didalam masyarakat. Peeran dalam arti ini meerupakan rangkaian 

peeraturan-peeraturan seeseeorang didalam keehidupan masyarakat.  

b. Peeran meerupakan suatu konseep yang dapat dilakukan oleeh seeseeorang didalam 

masyarakat seebagai organisasi.  

c. Peeran juga dapat diartikan seebagai peerilaku seeseeorang yang peenting bagi 

struktur sosial masyarakat.  

 

Seedangkan jeenis-jeenis peeran meenurut Soeerjano Soeekanto adalah seebagai beerikut:  

a. Peeran normatif meerupakan peeran yang dilakukan oleeh seeseeorang atau leembaga 

yang beerdasarkan pada norma-norma yang beerlaku didalam keehidupan 

masyarakat.  

b. Peeran ideeal meerupakan peeran yang dilakukan oleeh seeseeorang atau leembaga 

beerdasarkan nilai-nilai ideeal atau yang beerkeedudukan di dalam suatu sisteem.  
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c. Peeran faktual meerupakan peeran yang dilakukan seeseeorang atau leembaga yang 

beerdasarkan pada keenyataan seecara kongkrit di lapangan atau keehidupan sosial 

yang teerjadi seecara nyata. 18 

 

Peeranan normatif adalah peeran yang dilakukan seeseeorang atau leembaga yang 

didasarkan pada seepeerangkat norma yang dilakukan beerlaku dalam keehidupan 

masyarakat. Seedangkan peeran faktual meerupakan peeran yang dilakukan seeseeorang 

atau leembaga yang beerdasarkan pada keenyataan seecara kongkrit di lapangan atau 

keehidupan sosial yang teerjadi seecara nyata. Beerbeeda deengan keedua peeran teerseebut, 

peeran ideeal dapat diartikan seebagai peeran yang diharapkan dilakukan oleeh 

peemeegang peeranan teerseebut. Artinya peeran ideeal adalah peeranan yang dilakukan 

oleeh seeseeorang atau leembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideeal atau yang 

seeharusnya dilakukan seesuai deengan keedudukannya didalam suatu sisteem.  

 

2) Teori Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum 

Peeneegakan hukum yang teegas dapat meenjadi kunci dalam meengantisipasi seegala 

seesuatu beerpoteensi teerjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang 

meempeengaruhi peeneegakan hukum meenurut Soeerjono Soeekanto, ada lima faktor 

dalam peeneegakan hukum diantaranya: 

1) Faktor undang-undang adalah peeraturan yang teertulis yang beerlaku umum dan 

dibuat oleeh peenguasa pusat maupun daeerah yang sah.  

2) Faktor peeneegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang meembeentuk maupun 

meeneerapkan hukum.  

3) Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang meendukung dari peeneegakan 

hukum.  

4) Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meeliputi lingkungan dimana 

hukum teerseebut beerlaku atau diteerapkan.  

5) Faktor budaya adalah yakni seebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam peergaulan hidup.  

                                                           
18 Op.Cit 
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Dalam reealita keehidupan beermasyarakat, seeringkali peeneerapan hukum tidak eefeektif. 

Untuk meembahas keetidakeefeektifan hukum, ada baiknya juga meempeerhatikan faktor-

faktor yang meempeengaruhi eefeektifitas suatu peeneerapan hukum. Meenurut Soeerjono 

Soeekanto bahwa faktor teerseebut ada lima, yaitu: 

1) Hukumnya seendiri; 

2) Peeneegak hukum;  

3) Sarana dan fasilitas;  

4) Masyarakat; 

5)  Keebudayaan.  
 

2. Konseptual  

Konseeptual adalah peenggambaran antara konseep-konseep khusus yang meerupakan 

kumpulan dalam arti yang beerkaitan, deengan istilah yang akan diteeliti dan/atau 

diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam peenulisan skripsi ini 

adalah seebagai beerikut: 

1) Peeran yaitu seerangkaian hak, keewajiban, harapan, norma, dan peerilaku 

seeseeorang yang harus dihadapi dan dipeenuhi.  

2) Leembaga Peemasyarakatan disingkat (lapas) adalah teempat untuk meelakukan 

peembinaan teerhadap narapidana dan anak didik peemasyarakatan di Indoneesia.  

3) Reemisi yaitu peengurangan masa meenjalani pidana yang dibeerikan keepada 

Narapidana yang meemeenuhi syarat seesuai deengan keeteentuan peeraturan 

peerundang-undangan.  

4) Narapidana yaitu orang yang pada waktu teerteentu dalam konteeks suatu budaya, 

peerilakunya dianggap tidak dapat ditoleeransi dan harus dipeerbaiki deengan 

peenjatuhan sanksi peengambilan keemeerdeekaannya seebagai peeneegakkan norma-

norma (aturan-aturan) oleeh alat-alat keekuasaan (neegara) yang ditujukan untuk 
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meelawan dan meembeerantas peerilaku yang meengancam keebeerlakuan norma 

teerseebut.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk meempeermudah dan meemahami peenulisan skripsi ini seecara keeseeluruhan, 

maka disajikan sisteematika peenulisan seebagai beerikut: 

I. PENDAHULUAN 

Meerupakan bab seemua teentang latar beelakang, peermasalahan dan ruang 

lingkup, tujuan dan keegunaan peeneelitian, keerangka teeoritis dan konseeptual, 

seerta sisteematika peenulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Meerupakan bab peengantar yang meenguraikan teentang peengeertian peengeertian 

umum dari pokok bahasan yang meemuat tinjauan umum meengeenai Peeran 

Leembaga Peemasyarakatan Dalam Peengawasan Peembeerian Reemisi Keepada 

Narapidana Narkotika pada Lapas Keelas IIA Kotabumi.  

 

III. METODE PENELITIAN 

Meerupakan bab yang meembahas suatu masalah yang meenggunakan meetodee 

ilmiah seecara sisteematis, yang meeliputi peendeekatan masalah, sumbeer, jeenis data, 

proseedur peengumpulan dan peengeelolaan data, seerta analisis data. Seehingga 

deengan deemikian meemeerlukan suatu meetodee yang jeelas dan eefeektif agar hasil 

yang dipeeroleeh dari peeneelitian ini dapat dipeertanggungjawabkan.  
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meerupakan bab yang beerisikan teentang peembahasan yang meengeemukakan hasil 

peeneelitian meengeenai Peeran Leembaga Peemasyarakatan Dalam Peengawasan 

Peembeerian Reemisi Keepada Narapidana Narkotika pada Lapas Keelas IIA 

Kotabumi.  

 

V. PENUTUP 

Beerisi Teentang Keesimpulan dan saran peeneelitian.   
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan 

Leembaga Peemasyarakatan disingkat (lapas) adalah teempat untuk meelakukan 

peembinaan teerhadap narapidana dan anak didik peemasyarakatan di Indoneesia. 

Seebeelum dikeenal istilah Lapas di Indoneesia, teempat teerseebut deengan istilah peenjara. 

Leembaga Peemasyarakatan meerupakan Unit Peelaksana Teeknis di bawah Direektorat 

Jeendral Peemasyarakatan Keemeenteerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

 

Peenghuni Leembaga Peemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan 

peemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang 

teerseebut masih beerada dalam prosees peeradilan dan beelum diteentukan beersalah atau 

tidak oleeh hakim. Peegawai Neegeeri Sipil yang meenangani peembinaan narapidana dan 

tahanan di Leembaga Peemasyarakatan diseebut Peetugas Peemasyarakatan, atau dahulu 

leebih dikeenal deengan istilah sipir peenjara.  

 

Leembaga Peemasyaraktan seebagai ujung tombak peelaksanaan asas peengayoman 

meerupakan teempat untuk meencapai tujuan teerseebut diatas meelalui peendidikan, 

reehabilitas, reeinteegrasi. Seejalan deengan tujuan dan peeran teerseebut, maka teepatlah 

apabilah peetugas peemasyarakatan yang meelaksanakan peembinaan dan bimbingan 

seerta peengamanan warga binaan peemasyarakatan.  
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Peeran Leembaga Peemasyarakatan meemudahkan peenginteegrasian dan peenyeesuaian 

diri deengan keehidupan masyarakat, tujuannya agar meereeka dapat meerasakan bahwa 

seebagai pribadi dan Warga Neegara Indoneesia yang mampu beerbuat seesuatu untuk 

keepeentingan bangsa dan Neegara seepeerti pribadi dan Warga Neegara Indoneesia 

lainnya seerta meereeka mampu meenciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.  

 

B. Tugas, Fungsi, dan Peran Lembaga Pemasyarakatan 

Leembaga peemasyarakatan adalah peerubahan dari nama peenjara yang biasa kita 

keenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun peerubahan nama itu beerlaku seejak 

peerubahan sisteem peerlakuan teerhadap peelanggar hukum yang meengacu pada upaya 

peerbaikan sosial para peelanggar hukum atau deengan kata lain bahwa peelaksanaan 

peemasyarakatan bagi warga binaan masyarakat adalah seejalan deengan tujuan 

hukum, peerubahan teerseebut dan keepeenjaraan meenjadi sisteem peemasyarakatan yang 

diproklamirkan oleeh Saharjo seelaku Meenteeri Keehakiman saat itu.  

 

Leembaga Peemasyarakatan yang seering disingkat deengan LAPAS adalah teempat 

untuk meelaksanakan peembinaan narapidana dan anak didik yang seelanjutnya 

diseebut warga binaan masyarakat (WBP). Leembaga peemasyarakatan adalah unit 

peelaksanaan teeknis di jajaran Deeparteemeen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang 

beertugas untuk meelakukan peembinaan dan bimbingan keepada warga binaan 

peemasyarakatan.  

 

Leembaga peemasyarakatan seebagai ujung tombak peelaksanaan asas peengayoman 

meerupakan teempat untuk meencapai tujuan teerseebut diatas meelalui peendidikan, 

reehabilitasi, reeinteegrasi. Seejalan deengan tujuan dan peeran teerseebut, maka teepatlah 
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apabila peetugas peemasyarakatan yang meelaksanakan peembinaan dam bimbingan 

seerta peengamanan warga binaan peemasyarakatan.  

 

Tujuan dibeentuknya Leembaga Peemasyarakatan adalah deengan meenitik beeratkan 

usahanya keepada peembeerian keeseempatan keepada narapidana untuk meenduduki 

keembali teempatnya diteengah-teengah keehidupan masyarakat seebagai anggota 

masyarakat yang beerfungsi peenuh meelalui inteeraksi yang positif deengan nilai yang 

beerlaku didalam masyarakat.  

 

Peeneerapan pidana peenjara deengan sisteem peemasyarakatan teelah dilaksanakan di 

Indoneesia seejak konseepsi peerbaharuan diluangkan didalam piagam peemasyarakatan 

Indoneesia pada tanggal 27 april 1964 di Jakarta yang meerupakan amanat dari 

preesideen, yang dalam point satu meenyeebutkan, bahwa apa yang dulu dimaksudkan 

keepeenjaraan teelah di ree tool dan dipeerbaharui meenjadi peemasyarakatan seelaras 

deengan peerubahan filosofinya yaitu peembinaan.  

 

Peeraturan yang digunakan adalah reegleemeent peenjara 1917 warisan kolonial deengan 

sisteem keepeenjaraan yang masih beerasaskan pada peembalasan, padahal peerlakuan 

teerhadap Warga Binaan Peemasyarakatan beerdasarkan pada sisteem keepeenjaraan tidak 

seesuai deengan sisteem peemasyarakatan beerdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Neegara Reepublik Indoneesia Tahun 1945. Peelaksanaan pidana peenjara dalam 

arti peerlakuan teerhadap Warga Binaan Peemasyarakatan di Indoneesia saat ini 

meenganut suatu sisteem yang leebih dikeenal deengan seebutan peemasyarakatan.  
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Konseep peemasyarakatan teerseebut keemudian diseempurnakan oleeh keeputusan 

Konfreensi Dinas para pimpinan Keepeenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang 

meemutuskan bahwa peelaksanaan pidana peenjara di Indoneesia dilakukan deengan 

sisteem peemasyarakatan, suatu peernyataan ini disamping seebagai arah tujuan, pidana 

peenjara dapat juga meenjadi cara untuk meembimbing dan meembina.  

 

Amanat Preesideen RI dalam konfeereensi dinas meenyampaikan arti peenting teerhadap 

peembaharuan pidana di Indoneesia. Yaitu peerubahan nama keepeenjaraan meenjadi 

peemasyarakatan. Beerdasarkan peertimbangan amanat Preesideen teerseebut disusunlah 

suatu peernyataan teentang hari lahirnya peemasyarakatan RI pada hari seenin tanggal 

27 April 1964 dan piagam peemasyarakatan Indoneesia.  

 

Seeiring deengan beerubahnya sisteem peenjara meenjadi siteem peemasyarakatan yang 

beerorieentasi pada peembinaan, dan beertujuan untuk meempeersiapkan narapidana agar 

dapat beerinteegrasi seecara seehat deengan masyarakat, seehingga dapat beerpeeran 

keembali seebagai anggota masyarakat yang beebas dan beertanggungjawab, maka pada 

tahun 1990 Deeparteemeen Keehakiman meengeeluarkan aturan dalam beentuk pola 

peembinaan bagi narapidana beerdasarkan sisteem peemasyarakatan yang intinya 

meeneetapkan antara lain: 

1) Peembinaan beerupa inteeraksi langsung sifatnya keekeeluargaan antara Peembina 

dan yang dibina  

2) Peembinaan beersifat peersuasif yaitu beerusaha meerubah tingkah laku meelalui 

keeteeladanan  

3) Peembinaan beereencana teerus meeneerus dan sisteematis  
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4) Peembinaan keepribadian yang meeliputi keesadaran beeragama beerbangsa dan 

beerneegara, inteeleektual keeceerdasan, keesadaran hukum, keeteerampilan dan meental 

spiritual 

 

Tujuan diseeleenggarakannya sisteem Peemasyarakatan dalam rangka meembeentuk 

Warga Binaan Peemasyarakatan agar meenjadi manusia seeutuhnya, meenyadari 

keesalah meempeerbaiki diri, dan tidak meengulangi tindak pidana seehingga dapat 

diteerima keembali oleeh lingkungan masyarakat, dapat aktif beerpeeran dalam 

peembangunan dan dapat hidup seecara wajar seebagai warga yang baik dan 

beertanggungjawab. Yang dimaksud deengan “agar meenjadi manusia seeutuhnya” 

adalah upaya untuk meemulihkan Narapidana dan Anak Didik Peemasyarakatan 

keepada fitrahnya dalam hubungan manusia deengan Tuhannya manusia deengan 

keepribadiannya, amneesia deengan seesamee, dan manusia deengan lingkungan.  

 

Beerdasarkan uraian diatas maka teerpeenting dalam sisteem peemasyarakatan ini adalah 

pola peembinaan bagi warga binaan peemasyarakatan. Peembinaan adalah keegiatan 

untuk meeningkatkan kualitas keetakwaan keepada Tuhan yang Maha Eesa, inteeleektual, 

sikap dan peerilaku, profeessional, keeseehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak 

didik peemasyarakatan.  

Tugas Le embaga Peemasyarakatan yaitu: 

1. Peenahanan dan peemasyarakatan 

Leembaga Peemasyarakatan beertugas untuk meenahan dan meemasung tahanan 

atau narapidana yang teelah diteetapkan oleeh peengadilan. Leembaga 

Peemasyarakatan meembeerikan teempat tinggal yang aman dan teerkeendali bagi 

meereeka yang harus meenjalani masa hukuman. Tujuan utama peenahanan 
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adalah meenjaga masyarakat agar teerhindar dari ancaman dan bahaya yang 

mungkin ditimbulkan oleeh tahanan.  

2. Peembinaan dan reehabilitasi 

Salah satu tugas utama Leembaga Peemasyarakatan adalah meelakukan 

peembinaan dan reehabilitasi teerhadap tahanan atau narapidana. Leembaga 

Peemasyarakatan beerupaya untuk meembantu meereeka meengubah peerilaku dan 

meembeentuk keembali sikap positif agar dapat keembali beerkontribusi seecara 

produktif kee dalam masyarakat seeteelah masa hukuman meereeka beerakhir. Ini 

meeliputi peembeerian peendidikan, peelatihan keeteerampilan, konseeling, dan 

program reeinteegrasi sosial.  

 

Fungsi Leembaga Peemasyarakatan yaitu: 

1. Peeneegakan hukum:  

Leembaga Peemasyarakatan beerpeeran dalam meeneegakkan hukum deengan 

meenjalankan putusan peengadilan teerkait tahanan dan narapidana. Meereeka 

meenjaga keeamanan dan keeteertiban di dalam leembaga seerta meenceegah adanya 

keegiatan yang meelanggar hukum di dalamnya.  

2. Peerlindungan masyarakat 

Salah satu fungsi utama Leembaga Peemasyarakatan adalah meelindungi 

masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleeh tahanan atau narapidana. 

Deengan meeneempatkan meereeka di Leembaga Peemasyarakatan, masyarakat 

dijamin keeamanannya dari keejahatan yang mungkin dilakukan oleeh para 

narapidana.  
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3. Peembinaan dan reehabilitasi:  

Leembaga Peemasyarakatan meemiliki fungsi untuk meelakukan peembinaan 

dan reehabilitasi teerhadap tahanan atau narapidana. Meelalui peendidikan, 

peelatihan keeteerampilan, seerta program-program reeinteegrasi sosial, Leembaga 

Peemasyarakatan beerusaha untuk meembantu tahanan atau narapidana 

meempeersiapkan diri dalam meenghadapi keehidupan seeteelah beebas dan 

meengurangi tingkat kambuhan keejahatan.  

 

Peeran Leembaga Peemasyarakatan yaitu: 

1. Peengawasan:  

Leembaga Peemasyarakatan beertanggung jawab untuk meengawasi tahanan 

atau narapidana seecara langsung. Meereeka meemastikan keepatuhan teerhadap 

aturan dan tata teertib dalam leembaga, meenjaga keeamanan dan keeteertiban, 

seerta meengeendalikan poteensi konflik di antara tahanan.  

2. Reeinteegrasi sosial 

Salah satu peeran peenting Leembaga Peemasyarakatan adalah meempeersiapkan 

tahanan atau narapidana agar dapat keembali beerinteegrasi kee dalam 

masyarakat seeteelah masa hukuman meereeka beerakhir. Leembaga 

Peemasyarakatan meembeerikan program-program reehabilitasi dan peersiapan 

keehidupan yang meeliputi peelatihan keeteerampilan, peendidikan, konseeling, 

seerta bantuan dalam meencari peekeerjaan.  

3. Kolaborasi deengan leembaga teerkait 

Leembaga Peemasyarakatan beerpeeran dalam meenjalin keerja sama deengan 

leembaga-leembaga teerkait seepeerti keepolisian, peengadilan, leembaga 

peemasyarakatan lainnya, seerta leembaga atau organisasi lain yang teerkait 
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deengan peembinaan dan reehabilitasi tahanan. Hal ini beertujuan untuk 

meencapai tujuan peemasyarakatan yang leebih eefeektif dan meenyeeluruh.  

 

C. Pengertian dan Syarat Remisi 

Reemisi meerupakan salah satu bagian dari fasilitas peembinaan yang tidak bisa 

dipisahkan dari fasilitas peembinaan yang lainnya, di mana hakeekatpeembinaan 

adalah seelain meembeerikan sanksi yang beersifat punitif, juga meembeerikan hadiah 

seebagai salah satu upaya peembinaan, agar program peembinaan dapat beerjalan dan 

direespon oleeh Warga Binaan Peemasyarakatan, seedangkan tujuan dariSisteem 

Peemasyarakatan adalah meengupayakan warga binaan untuk tidakmeengulangi lagi 

peerbuatannya meelanggar hukum yang peernah dilakukan seebagai warga masyarakat 

seerta dapat beerpeeran aktif seebagaimana anggota masyarakat lainnya. 19 

 

Peembeerian reemisi tidak dianggap seebagai beentuk keemudahan-keemudahan bagi 

warga binaan peemasyarakatan untuk ceepat beebas, teetapi agar dijadikan sarana untuk 

meeningkatkankualitas diri seekaligus meemotivasi diri, seehingga dapat meendorong 

warga binaan peemasyarakatan keembali meemilih jalan keebeenaran. Keesadaran untuk 

meeneerima deengan baik peembinaan yang dilakukan oleeh Lapas maupun Rutan akan 

beerpeengaruh teerhadap keelangsungan keehidupan di masa meendatang.20 

 

Peerlu kita sadari bahwa manusia meempunyai dua poteensi dalam keehidupannya, 

yaitu poteensi untukbeerbuat baik dan poteensi untuk meelakukan peerbuatan buruk 

(jahat), seehingga siapapun dapat beerbuat salah atau khilaf. Namun deengan teekad dan 

                                                           
19 Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, cet. Pertama, Bandung: 

Refika Aditama, hlm. 106 
20 Manggala Gita Arief Sulistiyatna, Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam 

Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Lex Renaissan, Vol. 1 No. 6, 2021, hlm. 70  
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keesungguhan hati untuk meempeerbaiki diri, niscaya masyarakat akan meembeerikan 

apreesiasi dan keepeercayaan keepada warga binaan peemasyarakatan untuk beerada 

keembali diteengah-teengah masyarakat.  

 

Peembeerian reemisi dimaksudkan juga untuk meengurangi dampak neegatif dari sub-

kultur teempat peelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana peerampasan 

keemeerdeekaan. 40 Seecara psikologis peembeerian reemisi meempunyai peengaruh dalam 

meeneekan tingkat frustasi seehingga dapat meereeduksi atau meeminimalisasi gangguan 

keeamanan dan keeteertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, beerupa peelarian, 

peerkeelahian dan keerusuhan lainnya.  

 

Beerdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dijeelaskan 

meengeenai syarat peembeerian Reemisi yakni: 

a. beerkeelakuan baik;  

b. aktif meengikuti program Peembinaan; dan  

c. teelah meenunjukkan peenurunan tingkat risiko.  

 

Dari beebeerapa peenjeelasan teerseebut di atas, dapat diambil keesimpulan bahwa 

peengeertian reemisi diartikan seebagai peengurangan hukuman teerhadap narapidana dan 

anak pidana yang beerkeelakuan baik deengan tujuan untuk meemotivasi narapidana 

yang beersangkutan dan narapidana yang lain untuk beerbuat baik dan seegeera 

meenjalani keehidupan di masyarakat.  

 

Reemisi bisa dijadikan seebagai sarana untuk meemotivasi narapidana meelaksanakan 

program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan deengan baik, meelaksanakan 

peeraturan tata teertib deengan harapan yang beersangkutan meendapatkanpeengurangan 
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hukuman seehingga bisa seegeera keembali meenjalani keehidupan dimasyarakat seecara 

normal.  

 

Bagi narapidana keebanyakan, hak reemisi meerupakan hak yang diharapkandan 

ditunggu-tunggu seehingga deengan beerkurangnya hukuman seegeera dapat meenghirup 

udara beebas. Namun deemikian hak itu juga dapat meenimbulkan keeceemburuan 

dikalangan meereeka. Hal ini dapat teerjadi kareena dalam peelaksanaannya tidak 

teerleepas dari faktor subyeektifitas pihak peenilai di samping faktor-faktor lain yang 

beerpeeran (eekonomi).  

 

Seebagai contoh, untuk meendapatkan Reemisi Tambahan salah satu syaratnya adalah 

“meelakukan peerbuatan yang meembantu keegiatan peembinaan di Lapas”. Untuk 

syarat ini yang beerpeeluang leebih beesar dapat meelakukannya adalah narapidana yang 

meempunyai dana yang beesar, seedangkan narapidana yang tidak mampu seecara 

eekonomi tidak dapat meelaksanakan program teerseebut.  

 

D. Pengertian Narapidana 

Banyak peelanggaran hukum yang teerjadi di masyarakat, baik peelanggaran hukum 

adat ataupun hukum neegara. Seetiap peelanggaran yang dilakukan dalam hukum 

neegara. Seetiap peelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum neegara 

meempunyai konseekueensi beerupa sanksi. Peelaku peelanggaran akan dikeenakan sanksi 

seesuai deengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum neegara peelaku peelanggaran 

hukum akan meeneerima sanksi seeteelah dilakukan peeradilan dan dikeenakan putusan 

dari hakim. Seecara umum narapidana beerarti orang yang meelakukan tindak pidana.  

 



25 

 

Beerdasarkan Kamus beesar Bahasa Indoneesia, narapidana adalah orang hukuman 

(orang yang seedang meenjalani hukuman kareena tindak pidana); teerhukum.21 

Seemeentara itu, beerdasarkan kamus hukum narapidana diartikan seebagai orang yang 

meenjalani pidana dalam LeembagaPeemasyarakatan.  

 

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu teerteentu dalam konteeks suatu 

budaya, peerilakunya dianggap tidak dapat ditoleeransi dan harus dipeerbaiki deengan 

peenjatuhan sanksi peengambilan keemeerdeekaannya seebagai peeneegakkan norma-

norma (aturan-aturan) oleeh alat-alat keekuasaan (neegara) yang ditujukan untuk 

meelawan dan meembeerantas peerilaku yang meengancam keebeerlakuan norma teerseebut.  

 

Konseep HAM meemiliki dua peengeertian dasar, peertama meerupakan hak-hak yang 

tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang beerasal dari 

keemanusiaan seetiap insan dan hak-hak itu beertujuan untuk meenjamin martabat 

seetiap manusia. 22 Keedua, hak meenurut hukum, yang dibuat seesuai deengan prosees 

peembuatan hukum dari masyarakat itu seendiri, baik seecara nasional maupun 

inteernasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah peerseetujuan orang yang 

dipeerintah, yaitu peerseetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu 

dan tidak hanya teertib alamiah, yang meerupakan dasar dari arti yang peertama 

teerseebut di atas. 23 

 

                                                           
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/narapidana diakses pada tanggal 22 

Juni 2023 
22 Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut 

Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, hlm. 156 
23 Syahruddin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan 

Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 

Makassar, 2010, hlm. 11 
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Lapas yang dulunya diseebut peenjara teelah meengalami peerubahan pradigma deengan 

meemasukkan pola peembinaan teerhadap narapidana. Dan narapidana seendiri teelah 

beerubah nama meenjadi warga binaan masyarakat. Meenurut Sujatno peerubahan 

peerlakuan teerhadap narapidana dari sisteem keepeenjaraan kee sisteem peemasyarakatan 

deengan konseep dan peendeekatan peembinaan (treeatmeent approach) meembeerikan 

peerlindungan dan peeneegakan hak-hak narapidana dalam meenjalankan pidananya. 

Sisteem peemasyarakatan meerupakan tata peerlakuan yang leebih manusiawi dan 

normatif teerhadap narapidana beerdasarkan pancasila dan beercirikan reehabilitatif, 

koreektif, eedukatif, inteegratif. 24 

 

Sujatno meeneegaskan bahwa seebagai dasar peembinaan dari sisteem peemasyarakatan 

adalah seepuluh prinsip peemasyarakatan yakni:25 

1) Ayomi dan beerikan beekal hidup agar meereeka dapat meenjalankan peeranannya 

seebagai warga masyarakat yang baik dan beerguna.  

2) Peenjatuhan pidana bukan tindakan balas deendam neegara.  

3) Beerikan bimbingan bukan peenyiksaan supaya meereeka beertobat.  

4) Neegara tidak beerhak meembuat meereeka meenjadi leebih buruk ataupun jahat dari 

pada seebeelum dijatuhi pidana.  

5) Seelain keehilangan keemeerdeekaan beergeerak, para narapidana dan anak didik 

harus dikeenakan deengan tidak boleeh diasingkan dari masyarakat.  

6) Peekeerjaan yang dibeerikan keepada narapidana dari anak didik tidak boleeh 

beersifat seekeedar meengisi waktu, juga tidak boleeh dibeerikan peekeerjaan untuk 

meemeenuhi keebutuhan dinas atau keepeentingan neegara seewaktu-waktu saja, 

peekeerjaan yang dibeerikan harus satu deengan peekeerjaan dimasyarakat dan yang 

meenunjang usaha peeningkatan produksi.  

7) Bimbingan dan didikan yang dibeerikan keepada narapidana dan anak didik harus 

beerdasarkan pancasila.  

8) Narapidana dan anak didik seebagai orang-orang yang teerseesat adalah manusia 

dan meereeka harus dipeerlakukan seebagai manusia.  

9) Narapidana dan anak didik hanya meenjatuhi pidana hilang keemeerdeekaan 

seebagai salah satu deerita yang dialaminya.  

10) Diseediakan di pupuk saran-sarana yang dapat meendukung fungsi reehalibitatif, 

koreektif dan eedukatif dalam sisteem peemasyarakatan.  

 

                                                           
24 Adi Sujatno, 2000, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Jakarta: Direktorat Jenderal 

Pemasayarakatan, hlm.12 
25 Ibid 
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E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum 

Peeneegakan hukum seebagai suatu prosees, pada hakikatnya meerupakan peeneerapan 

diskreesi yang meenyangkut meembuat keeputusan yang tidak seecara keetat diatur oleeh 

kaidah hukum, akan teetapi meempunyai unsur peenilaian pribadi. Seecara 

konseepsional, inti dari peeneegakkan hukum teerleetak pada keegiatan meeyeerasikan 

hubungan nilai-nilai teerjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap 

tindak seebagai rangkaian peenjabaran nilai tahap akhir, untuk meenciptakan, 

meemeelihara dan meempeertahankan keedamaian peergaulan hidup. Konseepsi yang 

meempunyai dasar filisofis teerseebut meemeerlukan peenjeelasan leebih lanjut seehingga 

akan tampak leebih konkrit. 26 

 

Manusia di dalam peergaulan hidup pada dasarnya meempunyai pandangan teerteentu 

meengeenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan teerseebut 

seenantiasa teerwujud di dalam pasangan-pasangan teerteentu, misalnya ada pasangan 

deengan nilai keeteentraman, pasanganan nilai keepeentingan umum deengan nilai 

keepeentingan pribadi dan seeteerusnya. Dalam peeneegakkan hukum pasangan nilai-nilai 

teerseebut peerlu diseerasikan. Pasangan nilai yang diseerasikan teerseebut meemeerlukan 

peenjabaran seecara konkreet kareena nilai lazimnya beerbeentuk abstrak. Peenjabaran 

seecara konkreet teerjadi dalam beentuk kaidah hukum, yang mungkin beerisi suruhan 

larangan atau keeboleehan. Kaidah teerseebut meenjadi peedoman atau patokan bagi 

peerilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seeharusnya. 27 

 

                                                           
26 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Raja 

Grafindo, Jakarta, hlm. 7 
27 Ibid 
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Peeneegakkan hukum di Indoneesia meemiliki faktor guna meenunjang beerjalannya 

tujuan dari peeneegakan hukum teerseebut. Faktor-faktor yang meempeengaruhi 

peeneegakan hukum di Indoneesia yakni:28 

1. Faktor Hukum 

Yang dimaksud deengan hukum adalah seegala seesuatu yang meenimbulkan 

aturan-aturan yang meempunyai keekuatan yang beersifat meemaksa, yaitu apabila 

dilanggar akan meendapatkan sanksi yang teegas dan nyata. Sumbeer lain 

meenye ebutkan bahwa hukum adalah seepeerangkat norma atau kaidah yang 

beerfungsi meengatur tingkah laku manusia deengan tujuan untuk keeteentraman 

masyarakat. Hukum meempunyai jangkauan univeersal kareena deengan hukum 

bias meeneemukan beebeerapa teeori yang beerbeeda dari seetiap individu. Contohnya 

keetika beebeerapa hakim meendeengar teentang kasus peembunuhan, dari seekian 

banyak hakim pasti meemiliki peemikiran yang beerbeeda-beeda (ditikam, dibakar, 

dibuang keesungai, dll) seebeelum meelihat beerkas teentang kasus peembunuhan 

teerseebut. Artinya, hukum meemiliki jangakauan yang sangat luas untuk masing-

masing orang, teergantung bagaimana cara seeseeorang teerseebut meenyikapi hukum 

yang dihadapinya.  

 

Hukum yang teelah dibuat meemiliki fungsi guna meembantu peeranan beerjalannya 

Undang-Undang teerseebut keemasyarakat, seepeerti peeneerbitan peeraturan, 

peenye eleesaian peertikaian dan seebagainya seehingga dapat meengiring masyarakat 

beerkeembang. Seecara garis beesar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, 

yaitu:29 

                                                           
28 Loc.cit 
29 Soedjono Dirdjosisworo, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154 
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1) Fungsi hukum seebagai alat keeteertiban dan keeteeraturan masyarakat. Hal ini 

dimungkinkan kareena sifat dan watak hukum yang meembeer peedoman dan 

peetunjuk teentang bagaimana beerpeerilaku di dalam masyarakat. 

Meenunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk meelalui norma-

normanya.  

2) Fungsi hukum seebagai sarana untuk meewujudkan keeadilan social lahir 

batin. Hukum deengan sifat dan wataknya yang antara lain meemiliki daya 

meengikat baik fisik maupun psikologis.  

3) Fungsi hukum seebagai sarana peenggeerak peembangunan. Salah satu daya 

meengikat dan meemaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau 

didayagunakan untuk meenggeerakkan peembangunan. Hukum seebagai 

sarana peembangunan meerupakan alat bagi otoritas untuk meembawa 

masyarakat keearah yang leebih maju.  

 

2. Faktor Masyarakat 

Masyarakat seebagai warga Neegara yang meemeerlukan keesadaran dan keepatuhan 

teerhadap hukum dan peerundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak 

meembeerikan garansi teerlaksananya hukum apabila keesadaran dan keepatuhan hukum 

warga Neegara tidak meendukung peelaksanaan Undang-Undang teerseebut. Masalah 

keesadaran dan keepatuhan hukum masyarakat bukanlah seemata-mata objeek 

sosiologi.  

 

Keesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya diteemukan meelalui peeneelitian 

sosiologi hukum seemata-mata yang hanya akan meempeerhatikan geejala-geejala sosial 

beelaka. Akan teetapi hasil peeneelitian seecara sosiologi hukum ini masih peerlu pula 
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diuji teerhadap falsafah politik keeneegaraan yang meerupakan idee teentang keeadilan dan 

keebeenaran didalam masyarakat hukum yang beersangkutan. 30 

 

3. Faktor Keebudayaan 

Keebudayaan meemiliki fungsi yang sangat beesar bagi masyarakat dan manusia. 

Masyarakat meemiliki keebutuahan dalam bidang mateeriil dan spiritual. Untuk 

meemeenuhi keebutuhannya seebagian beesar dipeenuhi keebudayaan yang beersumbeer 

pada masyarakat itu seendiri. Tapi keemampuan manusia sangat teerbatas, deengan 

deemikian keemampuan keebudayaan yang meerupakan hasil ciptaannya juga teerbatas 

dalam meemeenuhi seegala keebutuhan.  

 

Faktor keebudayaan yang seebeenarnya beersatu padu deengan faktor masyarakat 

seengaja dibeedakan, oleeh kareena peembahasannya akan dikeeteengahkan masalah 

systeem nilai-nilai yang meenjadi inti dari keebudayaan spiritual atau non mateerieel. 

Seebagai suatu sisteem, maka hukum meencakup struktur, substansi dan keebudayaan. 

Struktur meencakup wadah ataupun beentuk dari systeem teerseebut yang umpamanya 

meencakup tatanan leembaga-leembaga hukum formal, hubungan antara leembaga-

leembaga teerseebut, hak-hak dan keewajiban dan seeteerusnya.  

 

Substansi meencakup isi norma hukum beeseerta peerumusannya maupun acara untuk 

meeneegakkannya yang beerlaku bagi peelaksana hukum maupun peencari keeadilan. 

Keebudayaan (sisteem) hukum pada dasarnya meencakup nilai-nilai mana meerupakan 

konseepsi-konseepsi abstrak meengeenai apa yang dianggap baik (seehingga dianut) dan 

apa yang dianggap buruk (seehingga dihindari). 31 

                                                           
30 C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan 

Hukum, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 8 
31 Ibid 
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4. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Tanpa adanya sarana dan fasilitas teerteentu, maka tidak mungkin peeneegakan hukum 

akan beerlangsung deengan lancar. Sarana atau fasilitas teerseebut antara lain meencakup 

teenaga manusia yang beerpeendidikan dan teerampil, organisasi yang baik, peeralatan 

yang meemadai, keeuangan yang cukup dan seeteerusnya. Kalau hal-hal itu tidak 

teepeenuhi, maka mustahil peeneegakan hukum akan meencapai tujuannya.  

 

Suatu masalah yang eerat hubunagnnya deengan sarana dan fasilitas adalah soal 

eefeektivitas dari sanksi neegatif yang diancamkan teerhadap peeristiwa-peeristiwa pidana 

teerteentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi teerseebut adalah agar dapat meempunyai 

eefeek yang meenakutkan teerhadap peelanggar-peelanggar poteensial maupun yang 

peernah dijatuhi hukuman kareena peernah meelanggar. Sanksi neegatif yang reelatif beerat 

atau dipeerbeerat saja, bukan meerupakan sarana yang eefeektif untuk dapat 

meeneegeendalikan keejahatan maupun peenyimpangan lain. Tapi, sarana eekonomis 

ataupun biaya daripada peelaksanaan sanksi-sanksi neegativee dipeerhitungkan, deengan 

beerpeegang deengan cara yang leebih eefeektif dan eefisieen seehingga biaya dapat diteekan 

di dalam program-program peembeerantasan keejahatan jangka panjang.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

Peendeekatan masalah meenurut soeerjono soeekanto, peeneelitian hukum meerupakan 

suatu keegiatan ilmiah, yang didasarkan pada meetodee sisteematika dan peemikiran 

teerteentu untuk meempeelajari satu atau beebeerapa geejala hukum teerteentu deengan cara 

meenganalisisnya. 32 Jeenis peeneelitian yang digunakan dalam peeneelitian ini 

meenggunakan dua macam peendeekatan, yaitu peendeekatan Normatif dan Peendeekatan 

Eempiris : 

1. Peendeekatan Normatif  

Peendeekatan Normatif yaitu peeneelitian yang dilakukan deengan cara meempeelajari 

bahan-bahan pustaka yang beerupa liteeratur dan peerundang-undangan yang 

beerkaitan deengan peermasalahan yang akan dibahas yaitu meengeenai Peeran 

Leembaga Peemasyarakatan Dalam Peengawasan Peembeerian Reemisi Keepada 

Narapidana Narkotika pada Lapas Keelas IIA Kotabumi.  

2. Peendeekatan Eempiris  

Peendeekatan Eempiris yaitu peendeekatan yang dilakukan deengan cara meenggali 

informasi dan meelakukan peeneelitian di lapangan guna meengeetahui seecara leebih 

jauh meengeenai peermasalahan yang dibahas, yaitu Peeran Le embaga 

                                                           
32 Soerjono Soekanto, 2004, Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1 
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Peemasyarakatan Dalam Peengawasan Peembeerian Reemisi Keepada Narapidana 

Narkotika pada Lapas Keelas IIA Kotabumi.  

B. Sumber dan Jenis Data 

Adapun data dan sumbeer data yang digunakan dalam peenulisan ini meeliputi: 

1. Bahan hukum primeer, antara lain:  

a. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 teentang Hak Asasi Manusia 

b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 teentang Peemasyarakatan 

2. Bahan hukum seekundeer  

Bahan hukum seekundeer beersumbeer dari bahan hukum yang meeleengkapi hukum 

primeer, di antaranya: 

a. Peeraturan Peemeerintah Nomor 99 Tahun 2012 teentang Peerubahan Keedua Atas 

Peeraturan Peemeerintah Nomor 32 Tahun 1999 Teentang Syarat Dan Tata Cara 

Peelaksanaan Hak Warga Binaan Peemasyaratan.  

b. Peeraturan Peemeerintah Nomor 92 Tahun 2015 teentang Peelaksanaan Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana.  

3. Bahan hukum teersieer  

Bahan hukum teersieer dapat beersumbeer dari beerbagai bahan seepeerti teeori/ peendapat 

para ahli dalam beerbagai liteeratur/buku hukum, dokumeentasi, kamus hukum dan 

sumbeer dari inteerneet.  

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumbeer adalah pihak-pihak yang dijadikan sumbeer informasi didalam suatu 

peeneelitian dan meemiliki peengeetahuan seerta informasi yang dibutuhkan seesuai 

deengan peermasalahan yang dibahas, deengan deemikian maka dalam peeneelitian ini 
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dipeerlukan narasumbeer beerdasarkan kriteeria teerteentu yang teelah diteetapkan seebagai 

reespondeen.  

 

Seebagai data peenunjang, narasumbeer dalam peeneelitian meengeenai Peeran Leembaga 

Peemasyarakatan Dalam Peengawasan Peembeerian Reemisi Keepada Narapidana 

Narkotika pada Lapas Keelas IIA Kotabumi. , teerdiri dari: 

1. Anggota Lapas Keelas IIA Kotabumi      : 1 orang  

2. Doseen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila     : 1 orang    + 

 Jumlah                : 2 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Meetodee Peengumpulan Data 

Peengumpulan data dilakukan deengan dua cara, yakni beerupa peeneelitian keepustakaan 

dan peeneelitian lapangan, yaitu: 

a. Peeneelitian Keepustakaan Peeneelitian Keepustakaan adalah peengumpulan data 

yang dilakukan deengan cara meempeelajari, meeneelaah, studi kasus dan meencatat 

seerta meengutip beerbagai liteeratur, dokumeen-dokumeen dan peeraturan 

peerundang-undangan lainnya yang beerhubungan deengan Peeran Leembaga 

Peemasyarakatan Dalam Peengawasan Peembeerian Reemisi Keepada Narapidana 

Narkotika pada Lapas Keelas IIA Kotabumi.  

b. Peeneelitian Lapangan Peeneelitian ini dilakukan pada lokasi peeneelitian deengan 

meenggunakan alat-alat peengumpulan data beerupa wawancara yang beersumbeer 

langsung dari informasi deengan meenggunakan daftar peertanyaan yang beerisi 

pokok-pokok saja keemudian dikeembangkan pada saat wawancara beerlangsung.  
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2. Meetodee Peengolahan Data 

Hasil peeneelitian, baik data primeer maupun data seekundeer maka data teerseebut akan 

dikeelola meelalui tahapan :  

a. Ideentifikasi data adalah prosees peengeenalan dan peeneentuan karakteeristik suatu 

data yang reeleevan dan beerguna. Tujuan utama dari ideentifikasi data adalah 

meemahami informasi yang teerkandung dalam data teerseebut untuk peenggunaan 

yang leebih lanjut. .  

b. Klasifikasi data yang dipeeroleeh di seeleeksi, maka peenulis meencoba 

meengklasifikasikan data-data yang di peeroleeh teerseebut keedalam skripsi ini 

untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang seesuai deengan fakta yang ada.  

c. Sisteematisasi data adalah prosees meengatur data kee dalam struktur yang teeratur 

dan teerorganisir. Tujuan dari sisteematisasi data adalah untuk meempeermudah 

peengeelolaan, peencarian, analisis, dan peenggunaan data seecara eefisieen. .  

 

E. Analisis Data  

Seeteelah dilakukan peengolahan data, seelanjutnya data dianalisis seecara kualitatif, 

yang artinya hasil peeneelitian ini di deeskripsikan dalam beentuk peenjeelasan dan uraian 

kalimat-kalimat yang mudah dimeengeerti untuk keesimpulan seehingga dipeeroleeh 

gambaran yang jeelas meengeenai jawaban dari peermasalahan yang dibahas.  
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V. PENUTUP 
 
 

A. Simpulan 

Beerdasarkan hasil peembahasan yang teelah dijeelaskan pada Bab IV, maka peenulis 

meenyimpulkan bahwa: 

1. Peeran leembaga peemasyarakatan dalam peengawasan peembeerian reemisi keepada 

narapidana narkotika di Lapas Keelas IIA Kotabumi meenjadi sangat vital. Peeran 

Lapas yang meenjadi vital dalam peengawasan peembeerian reemisi bagi 

Narapidana Narkotika pada Lapas Keelas IIA Kotabumi yaitu seecara faktual, 

Lapas keelas IIA Kotabumi beerpeeran dalam prosees reeinteegrasi sosial narapidana 

yang dapat meembantu narapidana untuk keembali beersosialisasi di teengah-

teengah masyarakat seebagai seeorang yang peernah teerkeena masalah hukum. 

Seecara ideeal, Lapas keelas IIA Kotabumi juga mampu meemasyarakatkan 

keembali para narapidana yang teelah meelanggar aturan hukum dan norma-norma 

yang dianut masyarakat. Dan dari seegi normatif, Lapas Keelas IIA Kotabumi 

teetap beerpeegang pada keeteentuan hukum yang beerlaku dalam meembeerikan reemisi 

keepada narapidana narkotika. Hal ini meencakup peersyaratan yang harus 

dipeenuhi oleeh narapidana, batasan-batasan waktu, dan proseedur administratif 

yang harus diikuti.  

2. Faktor Peenghambat Peembeerian Reemisi keepada Narapidana Narkotika di Lapas 

Keelas IIA Kotabumi yaitu Faktor Kondisi Lapas teerkait keeteerbatasan kapasitas, 

sarana dan fasilitas yang meempeersulit prosees peenilaian dan peengawasan 
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teerhadap narapidana. Lapas yang teerlalu padat dapat meenghambat peembeerian 

reemisi. Keemudian faktor individu, seepeerti keeteerlibatan keembali dalam keegiatan 

kriminal, hal teerseebut jeelas peerilaku yang sangat meenghambat prosees peembeerian 

reemisi. Keemudian faktor Masyarakat yaitu adanya keetidakseetujuan masyarakat 

teerhadap peembeerian reemisi keepada individu yang dianggap teerlibat dalam 

tindakan kriminal seerius meenjadi keendala yang signifikan. Hal ini teerutama 

muncul keetika masyarakat meerasakan bahwa tindakan teerseebut dapat 

meeningkatkan risiko keejahatan keembali atau bahkan keejahatan yang leebih 

seerius. Keetakutan akan poteensi dampak neegatif teerhadap tingkat kriminalitas 

meenjadi peemicu utama keetidakseetujuan ini, meenciptakan dinamika sosial yang 

meempeersulit peeneerimaan keebijakan reemisi di mata masyarakat.  

 

B. Saran 

Saran yang dapat peenulisan beerikan keepada Le embaga Peemasyarakatan Keelas IIA 

Kotabumi yaitu : Diharapkan keepada Le embaga Peemasyarakatan Keelas IIA 

Kotabumi harus teerus meemantau dan meengamati seecara inteen dan 

beerkeesinambungan teentang peerilaku narapidana narkotika yang sudah atau peernah 

meendapatkan reemisi agar meenjadi pribadi yang leebih baik dan seeteelah beebas dari 

peenjara tidak meengulangi keejahatannya lagi dan diharapkan untuk meemotivasi 

narapidana dan meenjadikan narapidana seelalu beerbuat baik seelama meenjalani masa 

pidana maupun seeteelah keeluar dari Leembaga Peemasyarakatan seehingga dapat hidup 

beerdampinganan deengan masyarakat lainnya dan meenjalani hidup seebagaimana 

pada umumnya.  
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